
BUPATI SAMBAS 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATUFtAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 32 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 
2014 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
DI KABUPATEN SAMBAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktorat Jenderal 
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor 
HK.02.02 /I/ 2875/ 2020 	tentang Batasan 	Tarif Tertinggi 
Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Sambas tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat 
Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah Di 
Kabupaten Sambas; 

Mengingat 	1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan 
Undang Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237); 

3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

5. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 



Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5072); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6391); 

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi tertentu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/ Menkes 
/ SK/ VIII /2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ Menkes 
/PER/X/2010 tentang jenis Penyakit Menular tertentu yang 
Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 
tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang 
Pusat Kesehatan Masyarakat; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 
tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

19. Keputusan 	Menteri 	Kesehatan 	Nomor 	HK. 01.07 
/ MENKES /104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona 
Virus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat 
Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 

20. Keputusan 	Menteri 	Kesehatan 	Nomor 	HK.01.07 
/ MENKES/ 169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit 
Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; 

21. Keputusan 	Gubernur 	Kalimantan 	Barat 	Nomor 
370/ DINKES /2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan 
Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas 
Tahun 2016 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sambas Nomor 30); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28); 

24. Peraturan Bupati Kabupaten Sambas Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, 
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita 
Daerah Kabupaten Sambas 	Tahun 2016 Nomor 37) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas 
Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja 
Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 62); 

25. Peraturan Bupati Sambas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif 
Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat 
Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 11) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 
2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan 
Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten 
Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 
Nomor 22); 



- 	esu . A  dengan aslinya 
BAZ IAN HUKUM 

SH 
a Ting at I (IV/b) 

9680612 199710 1 001 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TARIF 
PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 11 Tahun 2014 
tentang Tarif Pelayaxian Kesehatan pada Pu sat Kesehatan Masyarakat Badan 
Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas 
Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat 
Kesehatan Masyarakat Badan Layan.an Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati mi. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 9 Juli 2020 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 9 Juli 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 

FERY MADAGASKAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 33 



Salinan sesuai dengan aslinya 
LA BAGIAN HUKUM 

/  
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LAMPIRAN 
PERATURAN 
NOMOR 
TENTANG 

BUPATI SAMBAS 
32 	TAHUN 2020 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 11 
TAHUN 2014 TENTANG TARIF 
PELAYANAN KESEHATAN PADA 
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
DI KABUPATEN SAMBAS 

PERUBAHAN KEEMPAT TARIF PELAYANAN KESEHATAN 
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
DI KABUPATEN SAMBAS 

No. KOMPONEN PELAYANAN SATUAN 
BESAR 
TARIF 

A s/d C Tetap Tetap Tetap 
D Pemeriksaan Laboratorium 

1 s/d 4 Tetap Tetap Tetap 
5 Rapid test COVID- 1 9 paket 135.000 

E s/d F Tetap Tetap Tetap 

BUPATI SAMBAS, 

TrD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 
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